PELAKSANAAN SIIALAT JUMAT 
2 (DUA) GELOMBANG 


(A 


FATWA 

MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA 
INDONESIA 

Nomor : 5/MUNAS VI/MUI/2000 
tentang 

PELAKSANAAN SALAT JUM’AT 2 (DUA) GELOMBANG 


Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang 
berlangsung pada tanggal 23-27 Rabiul Akhir 1421 H/ 25-28 Juli 2000 
M dan membahas tentang Pelaksanaan Salat Jum’at 2 (dua) gelombang, 
setelah : 

Menimbang : 1. Bahwa terdapat sejumlah industri yang 

sistem operasionalnya bersifat nonstop 
24 jam, tanpa henti, serta harus ditangani 
secara langsung dan terns menerus; dan jika 
operasionalnya dihentikan beberapa saat 
saja, atau tidak ditangani (ditunggu) secara 
langsung, mesin industri menjadi rusak 
yang pada akhirnya timbul kerugian besar 
dan para pekerja kehilangan pekerjaan yang 
menjadi sumber ma’isyahnya; 

2. Bahwa dengan sifat industri seperti itu, 
muslim yang bekerja di industri tersebut 
tidak dapat melaksanakan shalat Jum’at 
kecuali jika dilakukan dengan dua 
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Memperhatikan : 


Menimbang : a 


b 


c. 


Mengingat l. 


gelombang, sehingga mereka bertanya- 
tanya tentang status hukumnya; 

3. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang 
perlu untuk menetapkan fatwa tentang 
hukum dimaksud. 

1. Bekerja pada suatu industri sebagaimana 
dimaksud pada konsideran “menimbang” 
nomor [1] merupakan salah satu ‘uzur syar’i 
yang membolehkan untuk tidak melakukan 
salat Jum’at. 

2. Pendapat dan saran peserta sidang. 

bahwa terdapat sejumlah industri yang sistem 
operasionalnya bersifat nonstop 24 jam, tanpa 
henti, serta harus ditangani secara langsung 
dan terus menurus; dan jika operasionalnya 
dihentikan beberapa saat saja, atau tidak 
ditangani (ditunggu) secara langsung, mesin 
industri menj adi rusakyang pada akhirnya timbul 
kerugian besar dan para pekerja kehilangan 
pekerjaan yang menjadi sumber ma’isyahnya; 

bahwa dengan sifat industri seperti itu, muslim 
yang bekerja di industri tersebut tidak dapat 
melaksanakan salat Jum’atkecuali jika dilakukan 
dengan dua gelombang, sehingga mereka 
bertanya-tanya tentang status hukumnya; 

bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu 
untuk menetapkan fatwa tentang hukum 
dimaksud. 

Salat Jum’at adalah salah satu ibadah dalam 
Islam yang hukumnya fardu ‘ain, berdasarkan 
sejumlah dalil, antara lain: 

1) Firman Allah SWT: 

^ y lit t y* T ^iJt Wi'li 

ll)j ^ ^ ^ 

(9 dySju 
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“Hai orang yang beriman! Apabila sudah 
diserukan untuk menunaikan salat pada 
hari Jum’at, segeralah mengingat Allah , 
dan tinggalkanlah jual beli; itu akan lebih 
baik bagimu jika kamu tahu” (QS. al- 
Jumu’ah [62]: 9). 

2) Hadis riwayat Imam Muslim dari ' Abdullah 
ibn Mas’ud: 

^ J J 13 “Jl 

i Js- J j - 1 |*j “>U- j y>~\ of o!*® 

djj) ij^ JtJr J 

jb :Ojjo cJjV! 5-jJrt jJajl 

.(290 c 1993 

“Nabi saw berkata kepada kaum yang 
meninggalkan salat Jum’at: ‘Saya sudah 
berniat untuk memerintahkan seorang laki- 
laki agar menjadi imam salat, kemudian 
saya akan membakar rumah orang-orang 
yang meninggalkan salat Jum’at.’” 

3) Hadis riwayat Imam Muslim dari 'Abdullah 
ibn Umar dan Abu Hurairah, bahwa 
keduanya mendengar Rasulullah berkata, 
di atas mimbar kayunya: 

Alll j! 

ipLs atjj) Cr? P ^ 

•(379 

“Hendaklah orang-orang berhenti mening- 
galkan salat Jum’at, atau Allah akan meng- 
unci hati mereka, kemudian mereka men- 
jadi orang yang lupa.” 

2. Sebagai suatu ibadah, bentuk maupun tatacara 
pelaksanaan salat Jum’at harus mengikuti 
segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
hukum Islam (Syari’ah) serta dipraktikkan oleh 
Rasulullah. Kaidah Fiqh menegaskan: 
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Jl j jpS'JiSl) Al V' siLjf 
1 1969 tp'jUJl 3^ IJpLo ttLy&jjUl s j j Z) jJzj 
•(32 

“Suatu ibadah tidak disyari’atkan kecuali 
disyari’atkan oleh Allah.” 

’j> ai ipp ua ui ai jApSu iLi yj]\ oisuJi j jJU>Sfi 

DU t <Qp Al .AAA dp-j o'— J l 5 1 pj jjUT 
aillp ^ ‘Uli’ -'i UI (J’" 

UI DjJvjU Ip i_j pUlj Uj-^j pUAJl i 
s.li' j-i jAgJ p Jli .j’ Oitj ‘U’j-i pJJl Ass-^Jl 
-21 :cSj_pJl- Al 4 j OMj pli jj-UI ^ P^J Ip'j^’ 
g £jd-l £Sj t-L^- jt Al -Lp jt £u» jpS'-Ul) 
t 2 LJUl' i*JPl t U£u» ^Ijb:^ (AftiJvj i^yuyi 

(103 ^^1412 

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah 
tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang 
telah ditetapkan oleh Syari’ah). Karena itu, tidak 
dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali 
dengan peribadatan yang telah disyari’atkan 
oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui 
penjelasan Rasul-Nya, Muhammad saw. Hal itu 
karena ibadah adalah hak murni Allah yang Ia 
tuntut dari para hamba-Nya berdasarkan sifat 
rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, 
sifat, dan ber-taqarrub (melakukan pendekatan 
diri kepada Allah) dengan ibadah hanya boleh 
dilakukan dengan cara yang telah disyari’atkan 
dan diizinkan-Nya. Ia berfirman: ‘Apakah 
mereka mempunyai sekutu-sekutu (selain Allah) 
yang mensyari’atkan untuk mereka agama yang 
tidak diizinkan Allah?...’ (QS. asy-Syura [42]: 
21).” 
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</^]| JlpU igptyj Jp li£. olSdl 

<*' ^ o* ^ o^4?4^i ^ ■^'■4% 

lt 4 ^ '-ii ^ j-4 b^ok-l j* : Jli a!I 

CjCjSvJl J-P J-P J . /3 a l l ^>1) ij 

C*LLi*Jl^ i-jb£3b »\ .s3"C V/ 

cjjSii c-^' > 

.(81 1 1995 

“Ibadat itu didasarkan pada tauqif dan ittiba’ 
(mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi), 
bukan pada hawa nafsu dan ibtida’ (cipataan 
sendiri). Ditegaskan dalam Sahih Bukhari- 
Muslim, dari ‘A’isyah, dari Nabi saw., ia 
bersabda, ‘Barang siapa mengada-adakan dalam 
agama kita ini sesuatu yang bukan dari agama, 
maka ia ditolak.’” 

3. Sejak masa Nabi sampai dengan abad kedua 
puluh Masehi, masalah pelaksanaan salat Jum’at 
dua gelombang belum pernah dibicarakan 
atau difatwakan oleh para ulama. Hal ini 
menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak 
dibenarkan dan tidak dapat dipandang sebagai 
masalah khilafiyah. Atas dasar itu, ketika surat 
kabar al-Jumhuriyah (Mesir), edisi 7 April 1955, 
menyiarkan sebuah keputusan (qarar) tentang 
kewajiban wanita melaksanakan salat Jum’at 
yang dilakukan sebelum pelaksanaan salat 
Jum’at oleh kaum pria, ulama terkemuka saat 
itu, Mahmud Syaltut, menegaskan, antara lain, 
sebagai berikut: 

t ** ■* * * j* d^pail^ 

•bibi! s j_* 0 j Oijj I ^ IgJ i— $ j*i p-ij 

c j aj 05L J L*j Lxj j *** j L^2jI 

(93 : L j? ctiJbJl tl^o c»«JLsJl jb : l y>UJl] 
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“Himbauan untuk melakukan salat Jum’at dua 
kali di satu tempat dan pada waktu yang sama 
—kecuali diselingi waktu untuk memberikan 
kesempatan kepada gelombang pertama 
keluar dan gelombang kedua masuk masjid— 
dalam dua kali berjamaah dan dengan dua kali 
khutbah, belum pernah dikenal, baik pada masa 
sekarang maupun pada masa lalu, juga tidak 
mempunyai sandaran (dasar) dalam syari’ah. 
Dengan demikian, hal ketiga ini dipandang 
sebagai tasyri’ (penetapan hukum) sesuatu yang 
tidak diizinkan oleh Allah.” 

4. Pendapat sebagian ulama bahwa pelaksanaan 
salat Jum’at lebih dari satu kali tidak dibenarkan. 
Pendapat tersebut, antara lain, tercantum dalam 
kitab: 

1) Al-Hawasyi al-Madaniyah: 

(76 :,y> t J 1^1 *jsM tZJJJll 

“Imam (ketika tidak dapat meneruskan 
salatnya karena hadas, misalnya) tidak 
boleh meminta selain makmum untuk 
menggantikan posisinya, karena hal itu 
serupa dengan melaksanakan salat Jum’at 
sesudah salat Jum’at yang lain; dan hal itu 
dilarang (tidak dibenarkan).” 

2) Tanwir al-Qulub: 

|»J 4*— 015" 151 . . 

4-lp jl jvJj 4-1 P 4l)t 

4Z*\ 1J 4la- Jsy J 

Aprl—v» ^3 L&j— -4J 01 

j»lij 01 ^3 Ojfjj J jl 4J 

AJl ^Lj laSsJij ciijljJ aAjt) 
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jJ j— ol iUi 0l5"j 01 0_j*-ki~o 

fljlj iL>- 4*L**Ji OO» j . 0U" 

.(189 cJjVt *>l lu^lJl 
“...Hingga ketika tiba hari Jum’at, mereka 
(para sahabat) tidak melakukan salat Jum’at 
kecuali di masjid Nabi. Betapapun sangat 
senang untuk memberikan kemudahan 
kepada umatnya, Nabi tidak memberikan 
rukhsah (keringanan) kepada mereka untuk 
melaksanakan Jum’at di beberapa masjid, 
atau ia melakukan salat Jum’at bersama 
orang yang dapat hadir di awal waktu dan 
mengizinkan melakukan salat Jum’at lagi, 
sedudahnya, satu salat Jum’at lagi, dan 
seterusnya, bagi mereka yang tidak dapat 
hadir (untuk salat bersama Nabi); padahal, 
hal itu akan lebih memudahkan mereka 
andai kata boleh. Para khalifah yang mulia 
pun mengikuti jejak Nabi tersebut.” 

5. Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, 
Syafi’i, dan Hanbali) sependapat bahwa orang 
yang tidak dapat ikut melaksanakan salat 
Jum’at hanya diwajibkan salat Zuhur, bukan 
salat Jum’at. Perbedaan pendapat hanya terjadi 
tentang manakah yang afdal salat Zuhur itu 
dilaksanakan dengan berjamaah atau tidak. 
Hal itu dikemukakan oleh Al-Jaza’iri sebagai 
berikut: 

jglall 01 d jli- OjJd f jJbJ y* 

J 0 f ottO s y» o0?xjl 

jjJJl \'f]\ Jjs>l 10 tSpUOsJ Ij 

SpLoOkj 3j<00rJl ffb 500= J U 

O* oti J* 
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j! aJ y^ jl j jjJ A*^?rJl dUl^5 ‘Ujli y* :l jJ\i ^L*iLjJl 
I Oj -Lp jlT (L)j cAP-UUr ^ j^kJl 

La>- fljkp l)IS^ tApU^*cJl jLg-U^ Lyajl aJ dj5*cjj 

tApUiJl £.Lb>M aJ ^ j^rJlir 

jlj Sllk> Aifli y* :l jJli aL IjUJI 
£« Aplli- ^ ^ JiaiUli aJp I^j J^ rj 

c-Jk Ujj <j£ AJlaJl djl^kj 

y* Ajt^s-Jl ^jj j^JiJl dliyJ? ^3 AP-UUJl ll jJlS a3sJCJ| 

^UlS" y* fijjp AjlUj jjkc« 

lk) ‘U'UiJl pIa>-J ^kjj 4p j^?e-v«w«Jlj l^J ^ycljl ^kl^olJ 

SlL^ ^jP \jbj*>- 1j aJ c^JJjUS" cA^k^yJl y& y?\ jp^ Ij ^ gTi 
y* AjcUjIJ jkJ jl j-ip jJu Ajto^rJl il y ^ UI .Ajto^rJl 
aJ l-V^9 A^k^rsii jJ aJU ^Lp j5*c 5"” Uj y^L>- 

.J$k}\ J> APlliJl 

v-Jfcliil jJlp AAflJl CC^jJjA-l jJI -lp) 

(402 \y> tJjSn frjJrl t[_r“-5 <■ JA)\ jb :Ojjo] 


6. Hadis Nabi SAW.: 

aljj) ^ ~»U-.„I (i ax» I jjli jAj ^£ 3 y\ bl 

(r^j 

“Jika aku memerintahkan kepadamu suatu hal, 
lakukanlah semampumu” (HR. Bukhari dan 
Muslim). 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI 
MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG 
PELAKSANAAN SALAT JUM’AT DUA 
GELOMBANG 


1. Pelaksanaan salat Jum’at dua gelombang (lebih 
dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu 
yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun 
terdapat ‘uzur syar’i (alasan yang dibenarkan 
secara hukum). 

2. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan 
salat Jum’at disebabkan suatu ‘uzur syar’i hanya 
diwajibkan melaksanakan salat Zuhur. 

3. Menghimbau kepada semua pimpinan 
perusahaan/industri agar sedapat mungkin 
mengupayakan setiap pekerjanya yang muslim 
dapat menunaikan salat Jum’at sebagaimana 
mestinya. 

4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat 
mengetahuinya, menghimbau semua pihak 
untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal: 28 Juli 2000 


MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 


Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

Prof. Dr. Umar Shihab Dr. H. M. Dien Syamsuddin 
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